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ABSTRAK 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program 
pembangunan sosial di Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, dimana negara hadir melalui 
perlindungan sosial untuk mewujudkan keadilan sosial. Salah satu faktor penentu keberhasilan program JKN 
adalah aspek partisipasi masyarakat. UU SJSN tahun 2004 mengikat warga negara untuk ikut serta dalam 
program ini tanpa terkecuali. JKN pertama kali diimplementasikan pada tahun 2014 dengan target cakupan 
kepesertaan sampai dengan akhir 2019 adalah 95%. Namun dalam perkembangannya, sampai dengan tahun 
akhir tahun 2019 cakupan kepesertaan adalah 85,3%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika 
dalam perencanaan kebijakan program JKN dari aspek kepesertaan. Metode penelitian menggunakan studi 
kualitatif untuk menganalisis dinamika perencanaan kebijakan dari pemangku kepentingan terkait JKN di 
Kementerian PPN/Bappenas. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pejabat terkait di lingkungan 
Bappenas dan studi dokumentasi. Jumlah informan sebanyak empat (4) orang. Selain itu, penelitian ini juga 
melakukan studi dokumentasi dari berbagai dokumen perencanaan sejak tahun 2014 sampai 2019. Hasil 
penelitian menunjukkan terdapat target yang sangat optimis terkait kepesertaan, target ini mempengaruhi 
secara langsung kualitas dari program JKN, salah satunya adalah kondisi defisit yang saat ini terjadi. Perlu 
dilakukan kalibrasi ulang terhadap target Universal Health Coverage di Indonesia. Beberapa hambatan yang 
terjadi antara lain perbedaan pemahaman program, masalah kelembagaan dan pendanaan, inkonsistensi 
peserta dan data. 
 
KATA KUNCI: perencanaan kebijakan, perlindungan sosial, kesehatan 
 
ABSTRACT 
National Health Insurance (JKN) is one of the policies to support the implementation of social development 
programs in Indonesia. This is in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, where the state 
provided social protection to achieve social justice. One of the determining factors for the success of the JKN 
program participation aspect. The SJSN Law of 2004 binds citizens to participate in this program without 
exception. JKN was first implemented in 2014 with coverage target is 95% of population until 2019. But in its 
development, up to 2020 the coverage of membership is 82.7%. This study aims to determine the dynamics in 
JKN program policy planning from the aspect of participation. This research used a qualitative method to 
analyse the dynamics of policy planning from stakeholders related to JKN in the Bappenas. Researchers 
conducted in-depth interviews with relevant officials in Bappenas and do some documentation studies. 
Documentation study data sourced from various planning documents from 2014 to 2019. The results showed 
that there were very optimistic targets related to participation, this target directly affected the quality of the 
JKN program, one of which was the current deficit condition. It is necessary to re-calculate the Universal 
Health Coverage target in Indonesia. Some obstacles that occur include differences in understanding of the 
program, institutional and funding problems, inconsistencies of participants and data. 
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Dalam Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi 
Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 
1984 disebutkan bahwa: setiap orang berhak 
hidup sehat dan sejahtera baik secara 
individual maupun keluarga, hal ini dapat 
dipenuhi dengan memperoleh hak atas pangan, 
pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan, 
pelayanan sosial, serta jaminan pada saat tidak 
mempunyai pekerjaan, menderita sakit, cacat, 
menjadi janda/duda, lanjut usia atau keadaan 
lainnya yang mengakibatkan kesulitan 
finansial, yang berada di luar kekuasaannya. 
 
Kesepakatan tersebut menjadi mandat bagi 
setiap negara anggota untuk menjamin 
ketersediaan akses akan hidup sehat dan 
sejahtera bagi setiap penduduk tanpa 
terkecuali. Untuk sektor kesehatan, 
pengembangan konsep ini oleh WHO disebut 
dengan istilah Universal Health Coverage 
(UHC). UHC sendiri memiliki definisi bahwa 
semua orang dan masyarakat dapat 
menggunakan layanan kesehatan yang bersifat 
promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi, dan 
paliatif yang mereka butuhkan, dengan 
kualitas yang baik dan juga memastikan bahwa 
penggunaan layanan ini dapat menghindarkan 
penduduk dari kesulitan keuangan (WHO, 
2019). 
 
Di Indonesia, konsep UHC digunakan untuk 
program Jaminan Kesehatan Nasional yang 
diatur dalam Undang Undang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional Tahun 2004. UU SJSN 
mengatur tata cara penyelenggaraan jaminan 
sosial yang diselenggarakan oleh badan 
pelaksana jaminan sosial untuk kesehatan dan 
ketenagakerjaan. Prinsip yang digunakan 
adalah kegotong-royongan, nirlaba, 
keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, 
portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana 
amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan 
Sosial dipergunakan seluruhnya untuk 
pengembangan program dan untuk sebesar-
besarnya kepentingan peserta (UU SJSN, 
2004).  
 
Prinsip kewajiban dalam jaminan sosial 
mengikat warga negara untuk ikut serta dalam 
JKN dan sebagai salah satu upaya untuk 
mencapai UHC di Indonesia. Program ini 
pertama kali diterapkan di Indonesia pada 
tahun 2014 dan Pemerintah Indonesia 
menargetkan cakupan kepesertaan sampai 
dengan akhir 2019 adalah 95%. Namun dalam 
perkembangannya, sampai dengan akhir tahun 
2019 cakupan kepesertaan adalah 85,3%.  
 
Pembangunan sistem perlindungan sosial yang 
baik membutuhkan waktu dan upaya yang 
tidak sedikit. Diharapkan upaya pembangunan 
sistem perlindungan sosial termasuk proses 
perencanaan yang baik dapat mengantisipasi 
kondisi-kondisi krisis dan menghindarkan 
penduduk dari kondisi kemiskinan. 




Terkait dengan UHC, penelitian sebelumnya 
meneliti berbagai tema yang terkait dengan 
perencanaan kebijakan program. Namun 
penelitian mereka lebih menekankan pada 
manajemen dan perencanaan strategis 
pengambilan kebijakan dalam program 
pemerintah, perencanaan program 
pembangunan kesehatan di negara 
berkembang, dan analisis kesesuaian tujuan 
dan struktur BPJS (Johanson, Pekkola dan 
Husman, 2017; Smith dan Rahman, 2011; 
Thabrany, 2009).  
 
Hal ini menunjukkan bahwa riset mengenai 
implementasi SJSN di Indonesia telah 
dilaksanakan. Demikian pula dengan aspek 
kepesertaan. Penelitian sebelumnya telah 
membahas Cakupan universal untuk jaminan 
Kesehatan (Danson, McAlpine, dan Sullivan, 
2012), Faktor yang mempengaruhi 
kepesertaan jaminan Kesehatan (Kirigia, 
Sambo, Nganda, Mwabu, Chatora and Mwase, 
2005), faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
Jaminan Kesehatan di Kenya (Kimani, Ettarh, 
Warren dan Bellows, 2013). Tetapi dinamika 
perencanaan kebijakan yang 
mempertimbangkan berbagai konteks wilayah 
di Indonesia belum ada.  
 
Selain itu, Abu Huraerah (2019) telah 
melakukan penelitian terkait dengan kebijakan 
perlindungan sosial yang menunjukan 
pemahaman kebijakan sosial bidang 
Kesehatan berkaitan dengan aspek yang 
multidimensional antara lain kondisi politik, 
hukum, ekonomi dan sosial budaya. Penelitian 
ini menyebutkan tiga faktor yang 
mempengaruhi perkembangan kebijakan 
sosial adalah budaya, ekonomi dan pola 
pembangunan.  
 
Dalam teori Dynamic Governance yang 
dikemukakan oleh Neo dan Chen (2007) 
disebutkan bahwa kebijakan, institusi dan 
struktur yang ditetapkan perlu beradaptasi 
dengan dinamika perubahan kondisi yang 
tidak pasti dan cepat, sehingga kebijakan yang 
telah ditetapkan tersebut dapat tetap relevan 
dan efektif dalam mencapai pembangunan 
jangka panjang. Konsep dari Dynamic 
Governance adalah thinking ahead yaitu 
kemampuan untuk melakukan estimasi kondisi 
masa depan, thinking again untuk melakukan 
proses pertimbangan ulang atas kebijakan 
yang dipilih dan thinking across untuk melihat 
pengalaman organisasi atau negara lain. Dalam 
mengembangkan ketiga konsep tersebut 
diperlukan sumber daya pemerintahan yang 
kapabel yang dilakukan oleh able people 
dengan cara yang baik (agile process). 
Pemenuhan keseluruhan konsep tersebut akan 
mewujudkan kebijakan yang adaptif yang 
dapat disebut dengan Dynamic Governance. 
 
Oleh karenanya penelitian ini akan melihat 
dinamika perencanaan kebijakan sosial yang 
dilaksanakan oleh Kementerian 
PPN/Bappenas dalam program Jaminan 
Kesehatan Nasional dari aspek kepesertaan. 
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Khususnya akan melihat bagaimana dinamika 
kebijakan program perlindungan sosial 
melalui program Jaminan Kesehatan Nasional 
antara lain latar belakang kebijakan, proses 
perencanaan, penataan kebijakan, fungsi 
Bappenas sebagai Lembaga perencana negara, 
konsep kepesertaan, dinamika cakupan dari 
tahun 2014 sampai dengan 2019, kompleksitas 
penerapan UHC dan menakar kemampuan 
negara dalam mencapai target JKN. Penelitian 
ini hanya akan melihat dari aspek kepesertaan.  
METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan 
pendekatan kualitatif dengan melakukan 
analisis Dynamic Governance terhadap 
kebijakan JKN di Bappenas pada tahun 2014 
sampai dengan 2019. Sumber data berasal dari 
hasil wawancara mendalam dengan pejabat 
negara dan pemangku kebijakan JKN di 
Bappenas. Dilakukan wawancara terhadap 
pejabat eselon, 1,2 dan 3 serta staff pelaksana 
perencana program di Bappenas. Jumlah 
informan sebanyak 4 (empat) orang. Selain 
wawancara mendalam dilakukan 
pengumpulan dan dokumentasi data sekunder 
berupa dokumen perencanaan dan payung 
hukum yang digunakan dalam perencanaan 
kebijakan terkait dengan program JKN di 
Bappenas mulai dari tahun 2014-2019. Peneliti 
juga menganalisis data kuantitatif yang 
bersumber dari sistem monitoring dan evaluasi 
Dewan Jaminan Sosial Nasional dan dokumen 
perencanaan Bappenas. Teknik analisis data 
dimulai dengan mengumpulkan data mentah 
dari lapangan, melakukan transkrip data, 
membuat kategorisasi data, membuat koding, 
menginterpretasi data dan membuat 
kesimpulan akhir (Neuman, 2003). 
HASIL 
1. Krisis Moneter dan Kebijakan SJSN 
Latar belakang Sistem Jaminan Sosial di 
Indonesia menurut pejabat terkait di 
Bappenas adalah krisis moneter tahun 1998 
yang mendesak Indonesia untuk dapat 
memenuhi mandat UUD 1945 yaitu Negara 
harus berperan dalam pelaksanaan 
perlindungan sosial bagi kesejahteraan 
seluruh rakyat. Pemerintah pada saat itu 
terdesak untuk membentuk jaminan sosial 
secara menyeluruh untuk kesejahteraan 
penduduk. Indonesia didukung oleh IMF 
mencari talangan dana untuk pembiayaan 
negara.  
 
Setelah dilakukan kajian oleh IMF, 
maka ditemukanlah potensi-potensi sumber 
pendanaan dan pengeluaran dari anggaran 
negara. Hasil kajian Bappenas menunjukan 
bahwa Indonesia harus melakukan 
perombakan sistem penganggaran negara. 
Pejabat terkait menyampaikan terdapat 
urgensi pemerintah untuk memiliki asuransi 
sosial yang dapat menghindarkan kondisi 
market value. Pembelajaran dari negara lain 
menuntun Indonesia mencapai kesimpulan 
bahwa negara perlu hadir untuk 
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memberikan perlindungan sosial untuk 
semua penduduk tanpa terkecuali (universal 
coverage). Hal ini bermaksud untuk 
menghindari kemiskinan.  
 
Berangkat dari hal tersebut, muncullah 
sekelompok ahli dari kalangan pemerintah 
dan non pemerintah yang menginisiasi 
konsep pembangunan sistem jaminan sosial 
yang dengan detail lebih lengkap. Para ahli 
ini kemudian melibatkan pemerintah secara 
resmi untuk membangun sistem jaminan 
sosial tersebut, antara lain Bappenas dan 
Kemenko PMK (saat itu bernama Kemenko 
Kesra). Pemetaan awal disusun dengan 
menyisir sistem jaminan sosial yang sudah 
tersedia antara lain jaminan pensiun oleh 
TASPEN dan jaminan kesehatan ASKES 
untuk penyelenggara negara dan BUMN. 
Setelah dilakukan pemetaan maka 
disusunlah Undang-Undang Jaminan Sosial 
yang diluncurkan pada tahun 2004. 
 
Namun, peluncuran UU SJSN di tahun 
2004 dirasa masih banyak memuat 
kepentingan politik pemimpin negara. 
Dasar hukum tersebut dirasa banyak 
kekurangan dan diburu-buru proses 
pengerjaannya, Terlepas dari muatan politik 
dalam UU SJSN tersebut, dinilai memang 
terdapat urgensi pemerintah untuk memiliki 
asuransi sosial yang dapat menghindarkan 
negara dari market value. Pembelajaran dari 
negara lain menuntun Indonesia mencapai 
kesimpulan bahwa negara hadir untuk 
memberikan perlindungan sosial untuk 
semua penduduk (universal coverage). Hal 
ini bermaksud untuk menghindari 
kemiskinan. 
 
2. Proses perencanaan dan penataan 
Kebijakan, serta lahirnya peta jalan JKN 
Kebijakan pemerintah untuk 
menetapkan bahwa negara harus memiliki 
jaminan sosial perlu diperinci menjadi 
rencana kerja dan penetapan fokus utama 
perlindungan sosial tersebut. Para informan 
menyampaikan bahwa pemerintah memulai 
upaya perlindungan sosial melalui 
pembentukan Kelompok Kerja Jaminan 
Sosial di Kemenko Kesra (saat ini 
Kemenko PMK), kemudian terdapat 
permintaan usulan anggaran ke Bappenas 
meskipun di awal pembentukan Bappenas 
merasa tidak begitu dilibatkan dalam proses 
perencanaannya. DJSN menjadi mitra 
Bappenas dalam urusan perencanaan dan 
anggaran. Bappenas mulai terlibat aktif 
dalam penyusunan rencana pembangunan 
sistem jaminan sosial.  
 
Bappenas memberikan dukungan teknis 
untuk memperkuat organisasi DJSN. 
Namun dalam perkembangannya pelibatan 
Bappenas dalam mendukung DJSN 
berkurang, dikarenakan dirasa memiliki 
pandangan yang berbeda terkait jaminan 
sosial. Kondisi ini menyulitkan Bappenas 
untuk mendapatkan justifikasi kebutuhan 
anggaran untuk DJSN. Koordinasi antar 
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stakeholder (Kementerian Kesehatan, 
DJSN, Kementerian Keuangan, Kemenko 
Kesra dan DJSN) yang belum optimal dan 
kualitas SDM yang tidak sesuai membuat 
arah dan kebijakan jaminan sosial semakin 
tidak jelas. 
 
Bappenas menyusun peta jalan JKN 
yang akhirnya diterima oleh semua 
stakeholder di tahun 2012. Alokasi dana 
untuk JKN dimulai melalui DJSN dari yang 
semula hanya Rp.6,5 M menjadi Rp.18,5M. 
Lonjakan anggaran ini dikarenakan arah 
JKN sudah tampak dari roadmap dan siap 
untuk membentuk UU BPJS dan menuju 
perumusan program JKN. Kemudian 
disusunlah UU BPJS yang diundangkan 
pada tahun 2013 dan dilanjutkan dengan 
peluncuran program JKN pada 1 Januari 
2014. Pembentukan program JKN 
bertujuan untuk menghindarkan penduduk 
terjebak dalam kemiskinan mendadak 
karena pengeluaran kesehatan. 
Upaya pemerintah terkait JKN 
kemudian dituangkan menjadi program 
prioritas Indonesia dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) tahun 2015-2019 mengenai 
perlindungan sosial untuk memperkuat 
Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan yang 
menjadi titik awal reformasi pembangunan 
kesehatan. Reformasi pembangunan 
kesehatan difokuskan pada penguatan 
upaya kesehatan dasar (primary health care) 
yang berkualitas terutama melalui 
peningkatan jaminan kesehatan, 
peningkatan akses dan mutu pelayanan 
kesehatan dasar dan rujukan yang didukung 
dengan penguatan sistem kesehatan dan 
peningkatan pembiayaan kesehatan. JKN 
menjadi salah satu sarana utama dalam 
mendorong reformasi sektor kesehatan 
dalam mencapai pelayanan kesehatan yang 
optimal, termasuk penguatan upaya 
promotif dan preventif (RPJMN, 2015). 
 
Selain RPJMN, Bappenas juga 
mendukung pelaksanaan program JKN 
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
tahunan. Proses ini dievaluasi secara 
holistik oleh Bappenas setiap tahunnya dan 
menjadi acuan justifikasi penganggaran 
ditahun-tahun berjalan. 
 
3. Peran Bappenas sebagai Perencana 
Negara dan fungsinya untuk 
pengembangan JKN 
Secara umum peran dan fungsi 
Bappenas adalah sebagai penyusunan 
kebijakan/pengambil keputusan, think tank, 
fungsi koordinasi dan administrasi. Dalam 
melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan 
dan pengambil keputusan, Bappenas 
bertugas menyusun rencana pembangunan 
nasional, rancangan anggaran, 
pengendalian dan evaluasi serta menangani 
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permasalahan pembangunan berskala besar 
dan mendesak (Bappenas, 2016).  
 
Fungsi sebagai think-tank dijalankan 
melalui pelaksanaan kajian dan dan 
perumusan kebijakan di bidang 
perencanaan pembangunan, dan kebijakan 
lainnya. Selain itu Bappenas juga bertugas 
dalam memperkuat kapasitas perencanaan 
di pusat dan di daerah dalam menciptakan 
mekanisme pendanaan inovatif dan kreatif. 
Melakukan perencanaan partisipatif melalui 
kerjasama dengan perguruan tinggi, 
organisasi profesi, dan organisasi 
masyarakat sipil (Bappenas, 2016).  
 
Bappenas juga berfungsi sebagai 
coordinator. Pertama bertugas melakukan 
koordinasi dan merumuskan kebijakan di 
bidang perencanaan pembangunan, strategi 
pembangunan nasional, arah kebijakan 
sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, 
kerangka ekonomi makro nasional dan 
regional, rancang bangun sarana dan 
prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, 
dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi 
dan pengendalian pelaksanaan 
pembangunan nasional. Kedua sebagai 
koordinator pencarian sumber pembiayaan 
dalam dan luar negeri, serta pengalokasian 
dana. Ketiga melakukan koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 
perencanaan dan penganggaran 
pembangunan nasional dan penyiapan 
rancang bangun sarana dan prasarana. 
Keempat melakukan koordinasi kegiatan 
strategis penanganan permasalahan 
mendesak dan berskala besar sesuai 
penugasan(Bappenas, 2016). 
 
Fungsi terakhir adalah sebagai 
administrator. Bappenas bertugas 
melakukan pengelolaan dokumen 
perencanaan termasuk pinjaman dan hibah 
luar negeri (PHLN). Melakukan 
penyusunan dan pengelolaan laporan hasil 
pemantauan atas pelaksanaan rencana 
pembangunan. Melakukan penyusunan dan 
pengelolaan laporan hasil evaluasi dan 
pembinaan dan pelayanan administrasi 
umum (Bappenas, 2016). 
 
Sesuai dengan peran dan fungsi tersebut, 
dari hasil wawancara narasumber 
menyatakan bahwa Bappenas sudah 
melakukan upaya optimal untuk proses 
perencanaan kebijakan, namun ada juga 
narasumber yang menyampaikan peran 
Bappenas masih belum optimal dan masih 
terdapat kekurangan. Belum optimalnya 
proses perencanaan ini dirasa karena 
Bappenas merupakan Lembaga perumus 
kebijakan bukan pelaksana sehingga 
terdapat gap yang terjadi saat implementasi 
program. 
 
Sebagaimana yang telah disampaikan 
oleh salah seorang informan,  
“Kalau dari fungsi Bappenas kita sudah 
melakukan itu ‘beyond our’ mandat, 
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mandat kita adalah menyetujui 
perencanaan” (N1, Januari 2019).  
 
Namun demikian, (N2, Januari, 2019) 
juga menambahkan: 
“kita punya peran tapi gak optimal. kita 
dari awal cuma bisa mengeluarkan konsep 
kita ‘rembukan’ bareng-bareng, terus apa 
namanya kita bisa taking prioritas-
prioritas tapi ya berikutnya ‘kan banyak 
yang bukan kita.” (N2, Januari, 2019). 
 
Informan menyampaikan bahwa 
Bappenas sudah berupaya melakukan hal di 
luar mandat Bappenas sebagai perencana, 
namun hal tersebut memang belum optimal. 
Ketidak-optimalan ini terjadi karena 
banyak pemangku kebijakan lain yang juga 
terlibat dalam perumusan kebijakan JKN. 
 
Pernyataan ini didukung juga oleh 
informan lainnya sebagai berikut: 
 
Narasumber 3: 
“Memang agak ‘miss’-nya disitu.. Kita 
ngga mengawal, ngga bisa mengawal. 
Padahal kita merencanakan UHC tapi kita 
cuma konsepnya aja, tapi operasional.. 
Operasional untuk perluasan kepesertaan 
itu, aktivitasnya apa besarannya apa itu 
memang di BPJS. Kalau menurutku sejauh 
ini Bappenas itu hanya meng-‘highlight’ 
isu-isu pentingnya aja” 
 
Narasumber 4: 
“Nah Bappenas itu sebagai lembaga di 
bidang kebijakan, bukan pelaksana ya itu 
kan bukan hanya outputnya itu bukan 
dokumen perencanaannya bukan RPJMN 
tapi bisa juga yang RKP bisa juga yang 
lampiran pidato, bisa juga yang evaluasi 
paruh waktu, RPJMN, seperti itu. Jadi  
keterlibatan Bappenas itu bukan hanya 
dalam penyusunan RPJMN aja, tapi 
penyusunan dokumen lainnya. Kalau yang 
tadi ada peta jalan itu, itu sudah lintas 
sektoral sebetulnya dan gak bisa di claim 
hasil dari gitu. Jadi kaya kepentingan 
terkait kaya gitu. Apalagi ya itu yang mau 
aku klarifikasi dulu satu. Bappenas… 
sebagai Direktorat yang fungsinya itu 
melakukan perencanaan koordinasi monev 
di bidang perlindungan sosial itu juga 
misalnya buat yang ‘roadmap’ terus yang 
‘midterm’ ‘review’-nya ‘roadmap’ seperti 
itu” 
 
Pengawalan Bappenas hanya sampai 
dalam perumusan konsep dari kepesertaan 
dalam JKN hal ini dikarenakan karena 
sesuai tugas dan fungsi Bappenas adalah 
lembaga perumus kebijakan bukan 
pelaksana. Lebih jauh pengawalan dari sisi 
implementasi program dilakukan oleh 
lembaga pelaksana dalam hal ini BPJS 
Kesehatan. Bappenas lebih menitikberatkan 
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pengawalan kebijakan untuk isu-isu yang 
penting saja. 
 
Produk kebijakan Bappenas antara lain 
adalah RPJMN, RKP, Peta Jalan, Evaluasi 
Paruh Waktu dan Lampiran Pidato 
Presiden. 
 
4. Konsep kepesertaan  
Konsep kepesertaan yang digunakan 
dalam JKN adalah konsep Universal Health 
Coverage WHO. WHO merumuskan tiga 
dimensi dalam pencapaian UHC. Dimensi 
pertama adalah cakupan penduduk dalam 
program. Dimensi kedua adalah jenis 
pelayanan kesehatan yang diberikan. 
Dimensi ketiga adalah berapa besar biaya 
yang ditanggung dalam program. Perluasan 
kubus dalam  ketiga dimensi tersebut 
tergantung pada kemampuan keuangan 
suatu negara dan pilihan penduduknya. 





Sumber: The World Health Report, Health System 
Financing: The Path to Universal Coverage, WHO 2010 
Semua informan sepakat bahwa konsep 
kepesertaan yang universal terdapat dalam 
UU SJSN. Definisi peserta dalam UU SJSN 
adalah peserta yang terdaftar dan membayar 
iuran. Penjelasan Pasal 4 UU SJSN butir (g) 
yang menyatakan bahwa kepesertaan 
adalah wajib merupakan prinsip dari JKN 
yang mengharuskan seluruh penduduk 
menjadi peserta JKN. Kewajiban penduduk 
menjadi peserta dilakukan dalam proses 
bertahap. Definisi penduduk dalam UU 
SJSN adalah WNI yang berada di dalam 
maupun di luar negeri dan Warga Negara 
Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia 
untuk masa paling sedikit 6 (enam) bulan.  
 
Target kepesertaan JKN adalah seluruh 
penduduk yang tinggal di Indonesia yang 
menyeluruh (universal coverage). Maka 
perlu diketahui bagaimana keadaan supply 
dan demand di lapangan secara 
keseluruhan. Universal coverage jaminan 
kesehatan menargetkan pada tahun 2019 
seluruh penduduk Indonesia sudah ikut 
dalam program JKN. Diproyeksikan pada 
2019 jumlah penduduk Indonesia adalah 
257,5 juta jiwa. Kondisi ini akan dapat 
terjadi jika kita dapat mendorong konsep 
utama UHC yaitu aspek kepesertaan, 
pelayanan dan biaya. 
 
5. Dinamika arah kebijakan dan cakupan 
peserta dari tahun 2014 sampai dengan 
2019 
Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan 
bahwa Periode 2015-2019 merupakan 
periode penting dan krusial dalam 
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pelaksanaan JKN. Pada periode ini 
ditetapkan capaian UHC pada tahun 2019. 
Langkah utama yang dilakukan adalah 
dengan menjamin akses pelayanan 
kesehatan yang berkualitas bagi seluruh 
masyarakat terutama masyarakat miskin. 
Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjadi 
bentuk pelaksanaan JKN dalam menjamin 
setiap orang mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai dengan kebutuhan. 
 
Penyusunan program JKN diatur dan 
ditata setiap tahunnya oleh Bappenas secara 
holistik. Saat pertama pelaksanaan JKN di 
tahun 2014, Pembangunan Kesehatan 
disesuaikan dengan RPJMN 2010-2014 
yang dilakukan melalui delapan fokus 
prioritas salah satunya adalah 
Pengembangan Sistem Jaminan 
Pembiayaan Kesehatan. Penetapan 
kebijakan nasional pelaksanaan JKN 
ditetapkan sebagai upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan melalui 
perlindungan sosial.  
 
Program jaminan sosial salah satunya 
meliputi jaminan kesehatan terus 
dikembangkan melalui penguatan tata 
lembaga dan sistem monitoring dan 
evaluasi. Di awal pelaksanaan Program 
JKN tahun 2014 ini, pemerintah 
menggabungkan pelaksanaan beberapa 
program jaminan kesehatan yang ada, yaitu 
Askes Sosial untuk PNS dan pensiunan, 
Jaminan Kesehatan TNI/POLRI/PNS 
Kemenhan/Veteran, JPK Jamsostek untuk 
pekerja swasta formal dan informal, serta 
Jaminan Kesehatan Masyarakat 
(Jamkesmas) untuk penduduk miskin dan 
rentan (RKP, 2014). 
 
Di tahun kedua yaitu 2015, pemerintah 
melakukan peningkatan anggaran 
kesehatan mencapai 5% dari APBN, pada 
tahun 2016 10% dari APBD. Selama tahun 
2015 dilakukan penyempurnaan regulasi 
pendukung program sedang dilakukan. 
Upaya tersebut, antara lain revisi Perpres 
tentang Jaminan Kesehatan, telaah regulasi 
layanan obat bagi peserta JKN, telaah 
besaran tarif dan iuran, serta pembahasan 
regulasi koordinasi manfaat antara BPJS 
Kesehatan dengan asuransi kesehatan 
swasta. 
 
Implementasi SJSN bidang kesehatan 
melalui program Kartu Indonesia Sehat 
pada periode 2015-2016 difokuskan pada 
peningkatan jumlah peserta BPJS-
Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) 
dan non-PBI dan kualitas fasilitas 
pelayanan kesehatan yang bekerja sama 
dengan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2017 
beberapa arah kebijakan dan strategi telah 
dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan 
Program Jaminan Sosial. Arah kebijakan 
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pengembangan jaminan sosial antara lain: 
(1) Perluasan cakupan kepesertaan Program 
JKN dan Jaminan Sosial Bidang 
Ketenagakerjaan; dan (2) Penguatan 
kelembagaan jaminan sosial. 
 
Pada 2018 pemerintah mulai 
menggunakan pendekatan dimensi 
Pemerataan dan Kewilayahan meliputi 
penanggulangan kemiskinan dan 
pembangunan wilayah dalam pelaksanaan 
JKN. Di tahun 2019 terlihat bahwa realisasi 
belanja bantuan sosial meningkat, hal 
tersebut menunjukkan wujud keberpihakan 
pemerintah kepada penduduk miskin untuk 
memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini 
diwujudkan melalui penarikan di muka 
iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN. 
Arah kebijakan yang dilakukan sejalan 
dengan Rancangan Kerja Pemerintah 
(RKP) tahun 2020 dan rancangan RPJMN 
2020-2024 adalah dengan cara memperkuat 
pelaksanaan program-program 
perlindungan sosial serta meningkatkan 
kapabilitas penduduk miskin dan rentan 
agar berdaya secara ekonomi (Bappenas, 
2019). 
 
Berdasarkan data yang dikumpulkan 
dari Sistem Monitoring dan Evaluasi SJSN, 
maka pertumbuhan cakupan kepesertaan 
dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 1: 












































*sismonev SJSN baru muncul sejak tahun 2016, baseline yang 
digunakan Riskesdas 2013 
Jika dilihat, data dari Lampiran Pidato 
Presiden 2014-2019 yang disusun oleh 
Bappenas, maka data cakupan adalah 
sebagai berikut:  
Tabel 2: 















































6. Kompleksitas penerapan UHC  
Dari sisi pemahaman program dan 
kebijakan, di tahun-tahun awal JKN 
berlangsung sosialisasi selalu menjadi 
masalah utama dikarenakan penyampaian 
yang berbeda-beda terkait program 
dimana belum ada kesamaan definisi dan 
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persepsi tentang JKN. Selain itu isu tenaga 
kesehatan yang dirugikan karena program 
JKN membuat tenaga kesehatan enggan 
melaksanakan JKN. Lebih lanjut lagi, 
rendahnya pemahaman daerah dalam 
menafsirkan JKN menyebabkan 
implementasinya menjadi tidak optimal. 
Prioritas yang berbeda antara pusat dan 
kepala daerah menjadi hambatan dalam 
proses perencanaan daerah. JKN tidak 
masuk ke dalam RPJMD sehingga 
penganggarannya sulit untuk dimasukan 
ke dalam RKPD. Kendala-kendala 
tersebut di atas menimbulkan efek domino 
dalam program JKN, seperti defisit 
semakin besar dan fasilitas kesehatan 
keberatan bekerjasama dengan JKN.  
 
Dari aspek kelembagaan, 
permasalahan yang dihadapi antara lain 
adalah adanya bottle neck dalam 
koordinasi antar Lembaga pelaksana JKN, 
masih ada susunan direksi BPJS yang 
bukan berasal dari kalangan profesional 
asuransi serta kinerja BPJS yang belum 
optimal. Selain itu pelaksanaan JKN 
kurang bisa dikawal secara maksimal oleh 
Bappenas menjadi faktor utama 
permasalahan JKN dari sisi kelembagaan.  
 
Dari aspek pendanaan, terdapat defisit 
pembiayaan JKN yang muncul karena 
adanya gap antara manfaat yang diberikan 
dan besaran iuran. Bappenas hanya 
terfokus pada hal-hal yang dirasa prioritas 
dalam RPJMN. Defisit juga terjadi karena 
peserta tidak melakukan pembayaran 
secara rutin dan konsisten, belum adanya 
sanksi bagi penduduk yang belum 
memiliki BPJS, serta kepesertaan sektor 
informal yang aktif-tidak aktif sehingga 
mengganggu keberlangsungan program. 
 
Penambahan jumlah peserta juga tidak 
sejalan dengan akses dan fasilitas 
kesehatan dan tidak sesuai rasio tenaga 
kesehatan dengan jumlah penduduk 
berdasarkan daerah menjadi hal utama 
yang mempengaruhi kepesertaan JKN. 
 
Kompleksitas lainnya adalah 
permasalahan data yang tidak konsisten, 
kondisi geografis dan demografi 
Indonesia yang sangat beragam berakibat 
terhadap keterbatasan keterjangkauan 
program 10% dari 200 juta data yang 
dipublikasikan oleh BPJS merupakan 
peserta yang tidak aktif serta perlu upaya 
mendorong implementasi Inpres 8 tahun 
2017 tentang sanksi terhadap peserta 
menjadi kondisi lain yang mempengaruhi 
kepesertaan JKN. Hal lain yang penting 
juga adalah pertumbuhan penduduk yang 
akan mempengaruhi upaya peningkatan 
UHC. 
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7. Kemampuan negara dalam mencapai 
target JKN 
Bappenas sebagai perencana program 
pembangunan sudah menduga bahwa 
target universal coverage adalah target 
yang optimis. Namun dalam pelaksanaan 
dan proses dalam rangka untuk mencapai 
target tersebut, Bappenas melakukan 
identifikasi penyebab ketidak-tercapaian 
universal coverage, dilakukan 
pengelompokan kelompok dan daerah 
yang sulit dijangkau oleh program JKN. 
 
Narasumber 2: 
“Kita gak ke mencapai sasaran si, 
kalau yang ini aku pribadi sama Pak M 
juga mau menulis 95% nanti di 2024 ini 
kita memang tau itu gak akan tercapai. 
Jadi kita lebih kepada identifikasi 
kenapanya penyebab itu dan kita lihat apa 
sih yang paling susah di kelompok, mana 
yang paling susah dijangkau, daerah 
mana yang paling susah dijangkau, tapi 
kita memang tau itu gak akan tercapai. 
Jerman mereka butuh berapa ratus 
tahun untuk mencapai sekian puluh 
persen 80% jadi kemungkinan bahkan 
memang indikator-indikator itu kita perlu 
kalibrasi ulanglah istilahnya” 
 
Target kepesertaan JKN dalam 
RPJMN 2015-2019 dituliskan sebagai 
berikut “Meningkatkan kepesertaan JKN 
menjadi minimal 95 persen” (Matriks 
Pembangunan RPJMN). Target program 
JKN yang terlalu optimis juga 
berimplikasi terhadap kondisi defisit 
program JKN. Target 95% cakupan 
peserta juga ditarik menjadi target di tahun 
2024, namun lokusnya bukan hanya soal 
kuantitas tapi juga terkait kualitas 
program JKN. 
 
Selain optimisme cakupan 
kepesertaan, kondisi bantuan kepada 
kelompok Penerima Bantuan Iuran dirasa 
juga menjadi salah satu indikasi ketidak-
tercapaian program JKN. Hal ini sejalan 
juga dengan instrumen perhitungan 
cakupan peserta yang masih kurang tepat, 
hal ini disampaikan oleh Narasumber 4: 
“Negara lain itu PBI-nya gak se-
generous 40%. Ada yang cuman 15%, 9%. 
Coverage kita untuk PBI sudah gede 
banget 40%. Nah yang sekarang aja 
belum tercapai. Kan lebih besar lagi, 
sebenarnya bertambah secara hitungan 
angka bertambah cuman secara 
presentase gak bertambah” 
 
Dalam evaluasi paruh waktu RPJMN 
2015-2019 disebutkan terjadi peningkatan 
cakupan penduduk yang menjadi peserta 
JKN. Perlindungan sosial di Indonesia 
memegang peranan penting dalam upaya 
pemerataan antar kelompok pendapatan, 
pengurangan kemiskinan, serta 
pembangunan ekonomi. Saat ini, pondasi 
dari sistem perlindungan sosial telah 
diperkuat melalui pelaksanaan SJSN.  
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Sejalan dengan pelaksanaan Nawacita 
ke-3 dan ke-5, penduduk miskin dan 
rentan memperoleh bantuan iuran 
kesehatan dari pemerintah. Pada tahun 
2016 cakupan peserta Penerima Bantuan 
Iuran (PBI) JKN yang iurannya 
dibayarkan oleh pemerintah pusat 
ditargetkan sebesar 92,40 juta jiwa. Pada 
tahun 2016, realisasi cakupan peserta PBI 
JKN mencapai 91,10 juta jiwa atau 
88,03% dari proyeksi total 40% penduduk 
berpenghasilan terendah (103,48 juta 
jiwa) berdasarkan Proyeksi Penduduk 
Indonesia 2010-2035. Peserta PBI JKN ini 
telah mencakup peserta bayi baru lahir 
dari peserta PBI, penyandang masalah 
kesejahteraan sosial di dalam dan di luar 
panti, dan penghuni lembaga 
pemasyarakatan.  
Target akhir RPJMN sebesar 107,20 
juta jiwa pada tahun 2019, atau melebihi 
jumlah 40% penduduk berpendapatan 
terendah berdasarkan pemutakhiran basis 
data terpadu 2015. Untuk mencapai target 
tersebut, pemerintah daerah juga terus 
didorong untuk dapat melakukan integrasi 
program jaminan kesehatan daerah 
(Jamkesda) ke dalam program JKN. 
 
PEMBAHASAN 
Ada berbagai dinamika yang terjadi dalam 
pengembangan JKN di Indonesia. Untuk 
memahami dinamika tersebut, penelitian ini 
mempergunakan konsep Dynamic Governance 
untuk mengkaji kemampuan adaptasi 
kebijakan JKN sejak tahun 2014 sampai 
dengan 2020.  
 
1. Kapabilitas Dynamic Governance 
a. Thinking Ahead 
Dalam proses berpikir kedepan 
(thinking ahead) Bappenas menggali 
berbagai kemungkinan dan antisipasi 
terhadap kecenderungan yang akan 
terjadi, dalam hal ini untuk menghindari 
kesulitan keuangan, lebih jauh untuk 
menghindari kemiskinan.  
 
Latar belakang pengambilan 
kebijakan perlindungan sosial adalah 
krisis moneter tahun 1998 yang 
mendesak pemerintah untuk dapat 
memenuhi mandat UUD 1945 yaitu 
Negara harus berperan dalam 
pelaksanaan perlindungan sosial bagi 
kesejahteraan seluruh rakyat. 
Pemerintah pada saat itu terdesak untuk 
membentuk jaminan sosial secara 
menyeluruh untuk kesejahteraan 
penduduk.  
 
Dalam perkembangannya, untuk 
melegalisasi kebijakan ini, maka pada 
tahun 2004 pemerintah menerbitkan 
Undang Undang Sistem Jaminan Sosial 
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Nasional (SJSN). UU SJSN ini 
diharapkan dapat menjadi payung 
hukum yang menjadi acuan untuk 
mengantisipasi dampak pembangunan 
yang akan terjadi.  
Salah satu produk UU SJSN adalah 
program JKN yang diluncurkan pada 
tahun 2014 dengan target cakupan 95% 
pada tahun 2019. Dalam proses 
perencanaan yang berjalan, terdapat 
berbagai dinamika yang terjadi dalam 
upaya mencapai target tersebut. 
Berdasarkan data monitoring dan 
evaluasi yang dilakukan oleh DJSN, 
hingga akhir 2019 cakupan kepesertaan 
adalah 85,3%. 
Jika dirunut lagi kebelakang, pilihan-
pilihan yang digunakan dapat terlihat 
dalam proses penyusunan arah kebijakan 
melalui perumusan UU SJSN tahun 
2004, UU BPJS tahun 2011, Peta Jalan 
JKN tahun 2012-2019, Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah(RPJMN) 2015-2019, 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). yang 
dilakukan secara tahunan. 
Gambar 3: 
JKN dalam Dokumen Negara 
 
Secara garis besar, arah kebijakan 
kepesertaan didukung dengan langkah 
integrasi, pengelolaan risiko fiskal, 
harmonisasi regulasi, integrasi 
kepesertaan dan sosialisasi advokasi 
edukasi. Beriringan dengan penataan 
kebijakan JKN yang dilakukan secara 
berkala setiap tahunnya, Kementerian 
PPN/Bappenas bersama dengan 
stakeholder terkait merumuskan konsep 
dari kepesertaan JKN yang bisa 
didefinisikan di Indonesia. Konsep ini 
perlahan disampaikan dan 
disosialisasikan dengan harapan para 
pelaku JKN menjadi satu suara. Semua 
informan sepakat bahwa konsep 
kepesertaan yang universal terdapat 
dalam UU SJSN. Definisi peserta dalam 
UU SJSN adalah peserta yang terdaftar 
dan membayar iuran.  
 
Bappenas, dalam hal ini merasa bahwa 
konsep dari UU SJSN sangat prematur. 
Hal ini dapat terlihat dari tidak rincinya 
definisi konsep, manfaat dan iuran dalam 
setiap pasal. Maka disusunlah UU BPJS 
yang dapat menjelaskan lebih rinci 
bagaimana program jaminan sosial 
dijalankan. UU BPJS menjelaskan 
kepesertaan, dana kelolaan, pelaporan, 
akuntabilitas, proses pemilihan direksi, 
pemecatan dan sanksi. 
 
Beriringan dengan perumusan dan 
inisiasi penyusunan payung hukum 
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kebijakan jaminan sosial, maka 
muncullah permintaan usulan anggaran 
ke Bappenas terkait dengan program 
tersebut. Bappenas dalam hal ini merasa 
tidak begitu dilibatkan dalam proses 
perencanaan pada awal proses. Dana 
diberikan kepada Kemenko Kesra dalam 
hal ini Kelompok Kerja Jaminan Sosial. 
Ketidaktahuan Bappenas terkait dengan 
pembentukan organisasi baru dalam 
Kemenko Kesra dengan sangat jelas 
terjadi. Bappenas hanya diminta untuk 
menganggarkan tanpa mengetahui 
substansi dari peruntukan anggaran 
tersebut.  
 
Selanjutnya pada tahun 2008 
terbentuklah DJSN yang merupakan titik 
balik pelibatan Bappenas dalam proses 
perumusan jaminan sosial. Sejak saat itu 
DJSN menjadi mitra dari Bappenas dan 
secara rutin dianggarkan alokasi 
pendanaan program untuk mendukung 
perumusan jaminan sosial. 
 
Bappenas memberikan dukungan teknis 
untuk memperkuat organisasi DJSN. 
Namun diperjalanannya pelibatan 
Bappenas dalam mendukung DJSN 
berkurang, dikarenakan dirasa memiliki 
pandangan yang berbeda terkait jaminan 
sosial. Kondisi ini menyulitkan 
Bappenas untuk mendapatkan justifikasi 
kebutuhan anggaran untuk DJSN. 
Kompetisi antar stakeholder 
(Kementerian Kesehatan, DJSN, 
Kementerian Keuangan, Kemenko 
Kesra dan DJSN) dan kualitas SDM 
yang tidak sesuai membuat arah dan 
kebijakan jaminan sosial tidak jelas. 
 
Sebagaimana dijelaskan dalam UU 
SJSN maka kepesertaan jaminan sosial 
bidang kesehatan adalah bersifat wajib 
untuk setiap orang termasuk orang asing 
yang bekerja paling singkat 6 (enam) 
bulan di Indonesia dan telah membayar 
iuran. Tidak ada detail-detail lain terkait 
dengan kepesertaan dalam UU tersebut. 
Hal ini dijustifikasi oleh Bappenas 
bahwa UU SJSN yang dirumuskan oleh 
Pokja Jaminan Sosial adalah UU yang 
prematur. Tidak dijelaskan dalam UU 
SJSN bagaimana langkah konkrit dari 
aspek kepesertaan tersebut. 
Ketidakjelasan target kepesertaan, upaya 
penjangkauan, pendistribusian program 
membuat jaminan sosial kehilangan arah 
kebijakan. 
 
Berangkat dari UU SJSN dan UU BPJS, 
maka pemerintah memerlukan anggaran 
dan konsep detail terkait program yang 
akan dilaksanakan. Terkait hal ini 
Bappenas mengambil peran strategis 
dalam proses formulasi kebijakan JKN 
JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL, JILID 21, NOMOR 1, APRIL 2020, 63-86 
  
 79 
ke dalam Peta Jalan JKN dan RPJMN 
2015-2019. Selain itu Bappenas juga 
berkomitmen dengan menganggarkan 
alokasi dana untuk pelaksanaan program 
JKN. Bappenas menyusun peta jalan 
JKN yang akhirnya diterima oleh semua 
stakeholder di tahun 2012. Alokasi dana 
untuk JKN dimulai melalui DJSN dari 
yang semula hanya Rp.6,5 M menjadi 
Rp.18,5M. Lonjakan anggaran ini 
dikarenakan arah JKN sudah tampak dari 
peta jalan. 
 
Dengan diterbitkannya Peta Jalan 
Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 
2012-2019 sebagai penyempurnaan 
konsep dan pengintegrasian gagasan dari 
berbagai pemangku kepentingan, 
diharapkan dapat memberikan arahan 
yang jelas dan terobosan-terobosan 
konseptual dalam merumuskan langkah-
langkah strategis dalam pembangunan 
ke depan secara komprehensif. Tujuan 
disusunnya peta jalan ini adalah untuk 
memberikan arah dan langkah-langkah 
yang perlu dilakukan secara sistematis, 
konsisten, koheren, terpadu dan terukur 
dari waktu ke waktu dalam rangka: 
• Mempersiapkan beroperasinya BPJS 
Kesehatan pada 1 Januari 2014. 
• Tercapainya jaminan kesehatan bagi 
seluruh penduduk Indonesia. 
• Terselenggaranya jaminan kesehatan 
sesuai dengan ketentuan yang tertera 
dalam UU No 40 Tahun 2004 tentang 
SJSN, UU No 24/2011 tentang BPJS, 
serta peraturan pelaksananya. 
 
Kebijakan JKN diformulasikan secara 
rinci dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
tahun 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-
2019 disebutkan bahwa Periode 2015-
2019 merupakan periode krusial dalam 
pelaksanaan Jaminan Kesehatan 
Nasional, yaitu untuk mencapai 
universal health coverage pada tahun 
2019.  
 
Agenda utamanya adalah menjamin 
akses pelayanan kesehatan yang 
berkualitas bagi seluruh masyarakat 
terutama masyarakat miskin. Kartu 
Indonesia Sehat menjadi bentuk 
pelaksanaan Jaminan Kesehatan 
Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN) Kesehatan yang 
menjamin setiap orang mendapatkan 
pelayanan kesehatan sesuai dengan 
kebutuhannya. Arah kebijakan JKN 
dalam RPJMN dari tahun 2014 sampai 
dengan 2019 yaitu: 
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Gambar 4: Arah Kebijakan JKN dalam 
RPJMN 
 
Dengan berjalannya program JKN, maka 
dapat dilihat untuk proses thinking 
ahead, Bappenas sudah dapat 
memprediksi kemungkinan yang terjadi. 
Bappenas sudah menyadari bahwa target 
yang ditetapkan merupakah hal yang 
optimis. 
 
b. Thinking Again 
Kesadaran Bappenas terkait 
optimisme target cakupan JKN terus 
ditinjau kembali (thinking again) 
melalui berbagai kebijakan, strategi dan 
program yang berjalan. Hal ini untuk 
melihat apakah program tersebut sudah 
memenuhi harapan banyak pihak atau 
perlu dirancang ulang untuk 
mendapatkan kualitas yang lebih baik. 
 
Dalam evaluasi paruh waktu RPJMN 
2015-2019 disebutkan terjadi 
peningkatan persentase penduduk yang 
menjadi peserta jaminan kesehatan 
melalui SJSN bidang kesehatan. 
Perlindungan sosial di Indonesia 
memegang peranan penting dalam upaya 
pemerataan antar kelompok pendapatan, 
pengurangan kemiskinan, serta 
pembangunan ekonomi.  
 
Saat ini, pondasi dari sistem 
perlindungan sosial telah diperkuat 
melalui lahirnya Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN). Dari tabel capaian 
sasaran pokok pemerataan antar 
kelompok pendapatan pada Evaluasi 
Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 terlihat 
bahwa Indeks Gini diperkirakan masih 
memerlukan kerja keras untuk mencapai 
target 2019 yaitu 0,37. Komponen dari 
Indeks Gini salah satunya adalah 
perlindungan sosial bagi pekerja rentan 
dan kurang mampu (40% penduduk 
dengan pendapatan terendah) dinilai 
sudah on track. 
 
Dari data kuantitatif yang tersedia 
peneliti melakukan analisis deskriptif 

















































Gambar 4: Arah Kebijakan 
JKN dalam RPJMN 
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cakupan JKN sejak tahun 2016 sampai 
dengan 2019, sebagai berikut: 
 
a) Sumber Data Dokumen Bappenas 
Dari data yang tersedia, dapat 
dilihat pertumbuhan peserta JKN 
dari tahun 2013 sampai dengan 2019 
menurut Bappenas sebagai berikut: 
Gambar 5: Pertumbuhan Peserta JKN 
menurut Bappenas 
 
b) Sumber Data Sistem Monitoring 
dan Evaluasi SJSN 
Dari data yang tersedia, dapat 
dilihat pertumbuhan peserta JKN 
dari tahun 2013 sampai dengan 2019 
menurut Bappenas sebagai berikut: 
 
 





Terdapat perbedaan data Bappenas dan 
sistem monev SJSN. Terlepas dari hal 
tersebut, rata-rata pertumbuhan jumlah 
peserta dari kedua data tersebut hampir 
mirip yaitu sekitar 5-7% per tahun 
dimana untuk mencapai target 100% 
cakupan dibutuhkan minimal increasing 
rate sekitar 9% - 10% per tahun. Maka 
masih dibutuhkan kenaikan sebesar 
14,7% untuk mencapai amanat RPJMN 
2015-2019 yang telah menargetkan 
cakupan kepesertaan sebesar 95% 
jumlah penduduk di tahun 2019. Dapat 
disimpulkan target 95% tidak tercapai 
dan memang terlalu optimis. 
Narasumber pun setuju bahwa perlu 
dilakukan kalibrasi ulang terhadap target 
yang sudah ditetapkan. 
 
Setiap tahunnya, pemerintah melakukan 
pengkajian ulang kebijakan ini. Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) menunjukan 
proses thinking again terus menerus 
dilakukan. Berikut adalah RKP sejak 
tahun 2014-2019: 
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Dapat terlihat pemerintah berupaya 
sangat keras untuk dapat mencapai target 
kepesertaan dalam program JKN. 
Dinamika kebijakan yang dilakukan 
setiap tahun perlu diapresiasi, hal ini 
menunjukan keseriusan pemerintah 
dalam menjamin kesehatan rakyatnya 
 
c. Thinking Across  
Kemampuan untuk dapat mengadopsi 
pikiran, pendapat dan ide-ide lain di luar 
kerangka berpikir yang telah disusun 
menjadi kunci dalam proses thinking 
across. Pemerintah dalam hal ini 
Bappenas perlu melihat pengalaman dari 
negara lain yang telah lebih dahulu 
menjalankan program jaminan sosial 
semesta. 
 
Pejabat terkait menyampaikan 
terdapat urgensi pemerintah untuk 
memiliki asuransi sosial yang dapat 
menghindarkan kondisi market value. 
Pembelajaran dari negara lain menuntun 
Indonesia mencapai kesimpulan bahwa 
negara perlu hadir untuk memberikan 
perlindungan sosial untuk semua 
penduduk tanpa terkecuali (universal 
coverage). Hal ini bermaksud untuk 
menghindari kemiskinan.  
 
Keinginan pemerintah untuk 
mencapai UHC dalam waktu 5 (lima) 
tahun dengan kondisi geografis dan 
demografis Indonesia dinilai menjadi 
sebuah target yang terlalu  optimis. Jika 
dilihat perbandingan dengan negara-
negara yang telah mencapai status 
welfare state dibutuhkan waktu yang 
cukup  untuk mencapai universal 
coverage. Berikut adalah gambaran lama 
waktu implementasi jaminan sosial 
(dalam tahun) dan luas cakupan 
(persentase per populasi) di beberapa 
negara untuk mencapai universal 
coverage: 
 
Gambar 8: Cakupan dan Waktu 







































Gambar 7: JKN dalam RKP 2014-2019 
 




Sumber: Laporan BPJS Kesehatan 2016 
 
2. Dynamic Capabilities 
Dynamic Capabilities adalah kapasitas 
organisasi dalam mengubah rutinitas dan 
sumber daya atau kemampuan inti untuk 
beradaptasi pada perubahan kondisi untuk 
menghindari ketidak-tercapaian program. 
Hal ini dapat diwujudkan dengan sumber 
daya yang memenuhi kemampuan sebagai 
berikut: 
a. Able People 
Bappenas sebagai Lembaga 
perencana negara dengan 4 fungsi utama 
yaitu sebagai penyusun 
kebijakan/pengambil keputusan, think 
tank, fungsi koordinasi dan administrasi. 
Dalam proses perumusan kebijakan JKN 
pada awal kebijakan ini dirumuskan 
Bappenas tidak terlalu terlibat secara 
substansi. Peran Bappenas lebih dititik-
beratkan untuk melakukan 
penganggaran dalam program JKN. 
 
Namun dalam prosesnya, Bappenas 
terus memberikan masukan dan 
merumuskan Peta Jalan JKN yang 
menjadi penyempurna UU SJSN dan UU 
BPJS. Hingga saat ini Bappenas menjadi 
pelaku utama kebijakan untuk 
mendukung program JKN agar dapat 
terus menjadi prioritas nasional. Hal ini 
dapat terlihat dari JKN yang sudah 
diakomodir dalam RPJMN 2014-2019, 
bahkan saat ini juga menjadi program 
prioritas untuk RPJMN 2020-2024. 
 
b. Agile Processes 
Proses perencanaan yang terstruktur 
dan holistik sudah dilakukan secara 
optimal, walaupun terdapat optimisme 
dalam menetapkan target cakupan. Arah 
dan tatalaksana program JKN yang 
dijabarkan sebelumnya telah 
memperlihatkan sebuah proses 
perumusan kebijakan yang telah 
memenuhi agile processes.  
 
Hal ini dapat terlihat dari pemenuhan 
tiga kategori proses yaitu pertama 
mengatur kebutuhan administrasi dan 
operasional yang ditujukan dengan 
legalisasi kebijakan dalam payung 
hukum dan dokumen resmi negara.  
 
Kedua proses perilaku yang membagi 
secara umum pola perilaku dengan cara 
bertindak dan berinteraksi dengan 
langkah mempengaruhi pemangku 
kebijakan utama melalui dukungan 
substansi yang baik sehingga program 
JKN dan arah kebijakannya dapat 
terlihat terarah. 
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Ketiga adalah proses perubahan yang 
menunjukan bagaimana program JKN 
beradaptasi dengan kebutuhan setiap 
tahunnya tanpa mengubah amant awal 
dari program yaitu pemenuhan hak akan 
sehat. 
 
Proses Dynamic Governance 
Program JKN dari Aspek Kepesertaan 
adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 9:  





Penelitian ini menyimpulkan keinginan 
mencapai Universal Health Coverage dalam 
program JKN merupakan target yang optimis. 
Target 95% penduduk dapat menikmati JKN 
dalam kurun waktu 5 tahun antara tahun 2014 
sampai dengan 2019 agaknya perlu dilakukan 
kalibrasi ulang. Upaya pencapaian target ini 
juga menimbulkan efek domino, salah satu 
dampak yang jelas adalah gap antara manfaat 
dan iuran yang mengakibatkan defisit JKN.  
 
Namun dapat ditarik kesimpulan juga bahwa 
para pemangku kebijakan di Bappenas telah 
berupaya optimal dalam mempengaruhi 
pejabat kunci dan pemangku kebijakan utama 
untuk melihat isu-isu yang akan muncul. Hal 
ini terlihat melalui perumusan UU SJSN tahun 
2004, UU BPJS tahun 2011, Peta Jalan JKN 
tahun 2012-2019, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). yang 
dilakukan secara tahunan. 
 
Dari analisis dynamic governance, secara 
umum sudah dapat terlihat bahwa proses 
perumusan kebijakan sudah melalui tahap 
dinamika tata kelola yang baik mulai dari 
thinking ahead, thinking again dan thinking 
across serta sudah lengkap dengan 
sumberdaya yang mumpuni (able people) 
dengan proses yang baik (agile processes). Hal 
ini menunjukan keseriusan Bappenas dalam 
merumuskan kebijakan JKN. 
Beberapa rekomendasi yang dapat 
disampaikan adalah: 
1. Perlindungan Sosial Melalui Program 
Jaminan Kesehatan Nasional 
a. Perlu ada satu pemahaman yang sama 
terkait arah pelaksanaan JKN antara 
semua pemangku kebijakan JKN. Hal ini 
akan berimplikasi secara langsung dalam 
proses eksekusi perencanaan program 
yang sudah disepakati bersama, 
Bappenas bisa menjadi koordinator 
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dalam perencanaan dan memegang 
peran penting dalam proses penyamaan 
persepsi. 
b. Penguatan koordinasi antar Lembaga 
dan pembagian wewenang yang jelas 
dalam implementasi JKN antara 
Bappenas, Kemenko PMK (DJSN), 
Kementerian Keuangan, Kementerian 
Kesehatan dan K/L lainnya. 
c. Penguatan peran penting Lembaga BPJS 
Kesehatan dan DJSN selaku aktor utama 
program JKN. Penguatan Lembaga ini 
dilakukan dalam hal peran, fungsi dan 
kualitas. 
d. Perlu adanya upaya peningkatan akses 
terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. 
Jumlah fasilitas pelayanan yang tidak 
sebanding dengan jumlah penduduk 
menjadikan program JKN tidak 
aksesibel bagi sebagian penduduk. 
e. Penerapan JKN sebagai salah satu 
Standar Pelayanan Minimum di daerah. 
f. Bappenas diharapkan dapat terlibat lebih 
dalam untuk JKN, tidak hanya secara 
holistik. Hal ini guna mempertajam 
justifikasi penetapan anggaran JKN oleh 
Bappenas agar tepat guna dan sasaran.  
2. Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan 
Nasional 
a. Dilihat dari beberapa negara lain, 
dibutuhkan waktu yang cukup lama 
dalam proses pembangunan sistem 
kesehatan, pelaksanaan perlindungan 
sosial dan cakupan jaminan sosial. 
Indonesia menargetkan 95% cakupan 
dalam rentang waktu 2014-2019 (5 
tahun), target yang optimis ini secara 
langsung mempengaruhi kualitas dari 
program JKN. Target dari pemerintah ini 
agaknya perlu dilakukan kalibrasi ulang. 
b. Perlu penerapan one gate data policy 
untuk data kepesertaan JKN untuk 
meningkatkan validitas dan kualitas data 
peserta. Data yang berbeda antara BPS, 
Dukcapil, BPJS Kesehatan dan Lembaga 
lainnya merupakan hambatan dalam 
melakukan verifikasi peserta. 
c. Perlu antisipasi program untuk 
menghadapi pertumbuhan penduduk. 
d. Percepatan proses implementasi Inpres 
No.8 tahun 2017 tentang Peningkatan 
Kepatuhan Program Jaminan Sosial. 
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